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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai 

makhluk-Nya yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain. 

Hal ini ditunjukkan dengan disertakannya akal dan pikiran dalam setiap diri 

manusia.
1
 Selain itu, manusia juga diciptakan sebagai makhluk sosial. 

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, pastilah mereka 

memerlukan peran dari orang lain untuk mencukupi kebutuhan dan 

kelangsungan hidupnya dalam segala aspek kehidupan. Dalam memenuhi 

kebutuhannya, manusia harus selalu berusaha sebagaimana yang tersurat 

dalam Al-Quran.  

              

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain 

apa yang telah diusahakannya”. (Qs. An-Najm (53) ayat 39)
2
 

Dalam surat An-Najm ayat 39 dijelaskan bahwa manusia haruslah 

tetap berusaha supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun tidak 

dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu  berasal dari Allah SWT. Namun Allah 

SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum melainkan dia sendiri yang 

mengusahakan nasibnya. Setiap manusia haruslah menjemput rejeki mereka 
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dengan jalan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh Allah SWT dengan 

memperhatikan hubungan dengan orang lain. Maka dari itu dalam 

berhubungan dengan manusia lain, setiap manusia haruslah memperhatikan 

dan melaksanakan hak dan kewajiaban masing-masing. Dalam berhubungan 

dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi 

interaksi. Salah satu aktivitas interaksi yang dilakukan manusia adalah 

bermuamalah.  

Pengertian muamalah secara umum dapat diihat dari dua segi, pertama 

dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa, muamalah 

berasal dari kata:    معامة( –يعامل  –)عامل  sama dengan wazan:   يفاعل  –)فاعل– 

 .artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan مفاعلة(

Sedangkan menurut islilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah 

dalam arti sempit.
3
 

Pada awalnya dalam hal ber-muamalah semua aktifitas itu hukumnya 

adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya, inilah kaidah ushul 

fiqhnya. Sama halnya pada salah satu aktivitas muamalah yang sering 

dilakukan yaitu jual beli. Secara bahasa jual beli adalah tukar menukar apa 

saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang 

dengan uang.
4
 Jual beli  merupakan bentuk muamalah  yang menunjukkan 

adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan 

pihak yang lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli 
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yang terlihat bahwa dalam transaksi jual beli terlibat dua pihak yang saling 

menukar atau melakukan pertukaran. Dalam syariat, yang dimaksud jual beli 

adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan 

ganti yang dapat dibenarkan.
5
 

Namun dalam praktiknya, transaksi jual beli tidak semuanya dapat 

berjalan sesuai dengan fungsi transaksi jual beli itu sendiri. Realitanya masih 

ada beberapa pelaku usaha yang melakukan kegiatan transaksi jual beli tidak 

sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi 

konsumen. Hal ini dapat disebabkan karena posisi konsumen yang sering 

berada pada posisi tawar yang lemah. Ketidakberdayaan konsumen dalam 

menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan konsumen. 

Pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik standart contract atau 

perjanjian baku yang telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (antara 

pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi “semu” 

yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini membuat 

kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen semakin tidak seimbang 

karena konsumen hanya dijadikan objek bisnis guna mendapat keuntungan 

berlipat ganda. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi dan 

memberdayakan konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga 

konsumen benar-benar dapat dilindungi dan diberdayakan.  

Hukum dalam masyarakat selalu berkembang secara dinamis sesuai 

dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya hukum 
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bertujuan untuk menjamin penyesuaian kebebasan, dan kehendak seseorang 

dengan orang lain sehingga tercapai keadilan. Disamping itu, hukum juga 

bertujuan melindungi pihak yang lemah dari yang kuat.
6
  Hukum yang baik 

ialah hukum yang hidup dalam masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat. 

Hukum dapat pula bertindak melindungi kepentingan konsumen.  

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang “cukup baru” 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun “dengungan” 

mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi 

konsumen tersebut sudah dirancangkan sejak lama. Tidak adanya 

perlindungan konsumen telah meletakkan “posisi” konsumen dalam tingkat 

yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif 

yang dapat diambil atau dipilih oleh konsumen telah menjadi suatu hal yang 

umum dalam dunia usaha atau industri di Indonesia. Ketidakberdayaan 

konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan 

kepentingan masyarakat bahkan mengaburkan hak-hak konsumen dan 

kewajiban-kewajiban pelaku usaha, sehingga adakalanya konsumen sendiri 

tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya dari atau terhadap pelaku usaha. 

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah 

asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam 

implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang 

jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-
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benar kuat. Di Indonesia sendiri mengenai perlindungan konsumen ini diatur 

dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Pengertian perlindungan konsumen yang termaktub dalam pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu 

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen”.
7
 

Dalam kajian Islam sendiri, kebenaran dan keakuratan informasi 

ketika seorang pelaku usaha mempromosikan dan menjual barang 

dagangannya menempati kajian yang sagat signifikan. Islam tidak mengenal 

istilah kapitalisme klasik yang berbunyi “ceveat emptor” atau “let the 

buyerbeware”(pembelilah yang harus hati-hati), tidak juga “ceveat venditor” 

(pelaku usahalah yang harus berhati-hati), melainkan dalam Islam yang 

berlaku adalah prinsip keseimbangan.
8
 Dimana penjual dan pembeli harus 

berhati-hati yang mana hal itu tercermin dalam teori perjanjian dalam Islam.  

Suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam Islam 

dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqh 

menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila, jual beli itu 

terhindar dari cacat, seperti terhindar dari gharar yang mana kriteria barang 

yang diperjual-belikan tidak diketahui baik jenis, kualitas serta adanya syarat-

syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.  
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Dalam kegiatan berbisnis sendiri, tentunya sebagai umat muslim 

haruslah sesuai dengan etika bisnis yang Islami yang mana pada hakikatnya 

bertujuan untuk mencari keridhoan dari Allah SWT. Aktivitas bisnis tidak 

hanya dilakukan sesama manusia tetapi juga dilakukan antara manusia 

dengan Allah SWT. Bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan 

dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian serta bisnis tidak boleh 

dilakukan dengan cara penipuan, dan kebohongan hanya demi memperoleh 

keuntungan. 

Seiring dengan dengan perkembangan zaman, maka semakin 

berkembang pula kebutuhan manusia. Motivasi masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya timbul karena masyarakat menginginkan adanya suatu 

perubahan dalam kehidupannya, dan juga dilandasi keinginan untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebutuhan 

akan komunikasi sangat diperlukan untuk suatu interaksi antar individu 

maupun interaksi yang terjadi dalam skala yang lebih besar.  

Saat ini komunikasi tidak lagi dilakukan secara langsung dengan cara 

tatap muka dengan lawan bicara, tetapi komunikasi menjadi suatu alat 

penghubung antar individu yang sangat vital sehingga diperlukan pula suatu 

komunikasi antar individu secara tidak langsung. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, upaya untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan 

merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan jasa Telekomunikasi terlebih 

juga dengan makin terpacunya perkembangan dunia internet.  



7 

 

Salah satu layanan favorit dari telepon seluler yang kini digunakan oleh 

para pengguna telepon selular yaitu layanan akses internet. Internet kini sudah 

menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, dengan adanya layanan akses 

internet di telepon seluler memudahkan bagi siapapun mengakses informasi 

terkait apa saja dengan mudah dan cepat termasuk mengakses sosial media 

yang kini telah menjadi kebutuhan manusia. 

 Semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia menyebabkan 

banyak pelaku usaha berpikir untuk menjadi penyelenggara jasa layanan 

Internet. Hal tersebut membuat pelaku usaha berlomba-lomba memberikan 

penawaran akses internet yang menarik serta murah, dari layanan paket 

internet harian maupun bulanan kepada konsumennya. Masyarakat sebagai 

konsumen memberikan respon yang begitu besar terhadap segala macam 

penawaran layanan akses internet yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. 

Salah satu penawaran yang disediakan oleh para pelaku usaha untuk 

mempermudah mengakses internet yaitu dengan adanya kartu perdana 

internet. Kartu perdana internet ini merupakan sebuah kartu perdana yang 

sudah terdapat paket kuota internet di dalamnya dengan besar kuota dan masa 

berlaku tertentu. Besar kuotanya sendiri biasanya dalam hitungan GB 

(gigabyte) atau MB (megabyte), dimana 1 GB = 1000 MB. Sedangkan masa 

berlakunya terdapat paket kuota internet perbulan, maupun per tahun yang 

ditawarkan pada konsumen. Selain itu pada realitanya, untuk masa berlaku 

maupun masa aktifnya sendiri biasanya tidak dapat penuh sesuai dengan yang 

ditawarkan. Biasanya sebelum kartu tersebut di tangan konsumen, kartu 
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tersebut sudah diaktifkan terlebih dahulu oleh para penjual. Masa berlaku dari 

kartu tersebut terhitung sejak diaktifkan di tempat para penjual tersebut, 

sehingga para konsumen yang membeli kartu tersebut hanya dapat 

menggunakan masa berlaku yang tersisa karena masa berlakunya sudah 

terpotong sejak kartu perdana tersebut berada  di counter. Hal ini tidak hanya 

dijumpai di salah satu counter saja, melainkan hampir semua counter 

menerapkan sistem tersebut, seperti beberapa counter yang terletak di 

kecamatan Durenan, kabupaten Trenggalek yaitu di Istana Cell, Jawara Cell, 

Genius Cell, Nirwana Cell  dan Azmi’ Cell terdapat penjualan kartu perdana 

internet aktifan.  

Transaksi jual beli yang demikian dapat menimbulkan ketidakjelasan 

terhadap masa berlaku kartu yang mereka jual. Berkaitan dengan hal itu, 

padahal dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

disebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi secara 

lengkap mengenai barang yang akan dibelinya tersebut. Selain itu, transaksi 

dalam Islam sendiri sebisa mungkin harus terbebas dari resiko atau gharar 

(penipuan). Al-Gharar sendiri merupakan suatu yang tidak diketahui pasti, 

benar atau tidaknya. Sedangkan Bai’u Al-Gharar adalah jual beli yang tidak 

pasti hasilnya karena tergantung pada hal yang akan datang atau kepada 

sesuatu yang belum diketahui yang kadang-kadang terjadi, kadang-kadang 

tidak.
9
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai 

penjualan kartu perdana internet aktifan dalam perspektif UU No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam, sehingga pengkajian 

tersebut dirumuskan dalam sebuah penelitian yang berjudul “JUAL-BELI 

KARTU PERDANA INTERNET AKTIFAN DALAM PERSEPEKTIF UU 

NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN 

HUKUM ISLAM (Studi Kasus Kecamatan Durenan, Kabupaten 

Trenggalek)”. 

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme jual-beli kartu perdana internet aktifan di 

Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek? 

2. Bagaimana jual-beli kartu perdana internet aktifan di Kecamatan Durenan 

Kabupaten Trenggalek dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen ? 

3. Bagaimana jual-beli kartu perdana internet aktifan di Kecamatan Durenan 

Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum Islam ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian haruslah memliki tujuan yang jelas, sehingga dengan 

adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi saat 
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ini dan dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan. 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme jual-beli kartu perdana internet aktifan 

di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek 

2. Untuk mendeskripsikan jual-beli kartu perdana internet aktifan di 

Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif UU No. 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

3. Untuk mendeskripsikan jual-beli kartu perdana internet aktifan di 

Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif hukum 

Islam. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya kegunaan yang dapat 

diambil dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang diharapkan penulis 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Penelitian Teoritis 

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam konteks teoritis 

diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi para 

pembaca berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti yakni 

mengenai penjualan kartu perdana Internet aktifan khususnya di 

Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek dalam perspektif UU No 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam. 
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2. Kegunaan Penelitian Praktis 

a. Bagi konsumen  

Konsumen diharapkan lebih memahami mengenai hak-hak dan 

kewajibannya dari dan terhadap pelaku usaha agar kedepannya bisa 

menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam menghadapi 

permasalahan berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Bagi pelaku usaha (penjual dan distributor) 

Sebagai refleksi bagi para pelaku usaha baik penjual maupun 

distributor khususnya yang berperan dalam penjualan kartu perdana 

internet aktifan supaya dapat meningkatkan kualitas kegiatan bisnis 

yang mereka lakukan dengan lebih mempertimbangkan kejelasan 

informasi serta pelayanan yang mereka sampaikan agar tidak ada lagi 

konsumen yang merasa dirugikan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya       

Sebagai sumber data atas peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan tema yang sama.   

 

E. Penegasan Istilah 

Berkaitan dengan Jual Beli Kartu Perdana Internet Aktifan dalam 

Persepektif UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan 

Hukum Islam ini diperlukan penjelasan istilah-istilah lebih lanjut. Hal ini 

untuk menghindari kesalah-pahaman penafsiran sehingga didapat gambaran 
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yang jelas mengenai pembahasan dari judul penelitian ini. Berikut ini 

penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul, yaitu: 

1. Penegasan Konseptual 

a. Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. (pasal 1457 

KUH Perdata)
10

  

b. Kartu Perdana merupakan kartu yang digunakan oleh pelanggan Jasa 

Telekomunikasi untuk dapat menggunakan Jasa Telekomunikasi 

Pascabayar atau Prabayar.
11

 

c. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen.
12

 

d. Hukum Islam yakni wahyu Allah SWT, Sunnah Rasul dan Ijtihad Ulil 

Amri, yang merupakan suatu totalitas dari ketiga unsur tersebut yang 

ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia di tengah alam semesta 

untuk mencapai ketentraman hidup di dunia dan keselamatan serta 

kebahagiaan hidup diakhirat.
13

 

2. Penegasan Operasional 
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Penjelasan istilah judul di atas dapat dijelaskan bahwa maksud 

dari penelitian ini adalah mengkaji tentang jual-beli kartu perdana internet 

yang di dalamnya terdapat kuota internet dengan masa berlaku tertentu 

yang mana sudah diaktifkan terlebih dahulu yang ditinjau dari sudut 

pandang UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Hukum Islam. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

  Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan 

pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari 

penelitian tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi 

bab dan sub babnya. Sistematika pembahasan yang akan peneliti sajikan 

dalam penelitian skripsi yang berjudul “Jual Beli Kartu Perdana Internet 

Aktifan dalam Persepektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen dan Hukum Islam” ini, sebagai berikut: 

Sistematika penyusunan pembahasan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi tiga bagian utama,  yaitu bagian awal, bagian utama (inti) yang 

terdiri dari lima bab, dan bagian akhir. 

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, tranliterasi 

dan abstrak. 

Bagian utama (inti), terdiri dari: 
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Bab I Pendahuluan, dalam bagian ini berisi tentang: konteks 

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bagian ini berisi uraian tentang:  ruang 

lingkup jual-beli menurut hukum perlindungan konsumen, meliputi 

pengertian jual-beli, syarat-syarat jual-beli, subjek dan objek jual beli dalam 

hukum perlindungan konsumen;  ruang lingkup jual-beli menurut hukum 

Islam, meliputi pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, rukun jual-beli, 

syarat jual-beli, etika dalam jual beli, jual beli yang terlarang tetapi sah dalam 

hukum Islam; hukum perlindungan konsumen di Indonesia dalam UU No. 8 

Tahun 1999, meliputi asas dan tujuan perlindungan konsumen, kedudukan 

konsumen, hak-hak dan kewajiban konsumen, hak-hak dan kewajiban pelaku 

usaha, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam perlindungan konsumen; ruang 

lingkup hukum Islam, meliputi definisi hukum Islam, akad dalam hukum 

Islam, gharar dalam hukum Islam, hak khiyar dalam Islam, prinsip etika 

berbisnis pelaku usaha dalam Islam; dan penelitian terdahulu. 

Bab III Metode Penelitian, dalam bagian ini berisi tentang: jenis 

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-

tahap penelitian. 

Bab IV Paparan Data dan Pembahasan, dalam bagian ini berisi uraian 

sebagai berikut: Paparan data penelitian: deskripsi obyek penelitian, 

mekanisme jual-beli kartu perdana internet aktifan di Kecamatan Durenan, 
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Kabupaten Trenggalek; pembahasan hasil penelitian meliputi mekanisme 

jual-beli kartu perdana internet aktifan di Kecamatan Durenan Kabupaten 

Trenggalek, jual-beli kartu perdana internet aktifan di Kecamatan Durenan 

Kabupaten Trenggalek dalam perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen dan jual-beli kartu perdana internet aktifan di 

Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dalam perspektif Hukum Islam.  

Bab V Penutup, berisi tentang: kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

yang merupakan pernyataan singkat dan tepat sehingga butir-butir intisari dan 

hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Saran berisi tawaran-

tawaran/rekomendasi baik untuk peneliti maupun pengguna penelitian untuk 

ditindaklanjuti. 

Bagian akhir laporan terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, 

surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.  

 

 

 


